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ABSTRACT

The results of this research conclude that some of the installations of Notary signboard and
signpost in Medan are still not in line with provisions stipulated in Article 3 number 9 and
Article 5 point 3 of Notary Code of Ethics, namely the Notary signboard are not 100cm x
40cm, 150cm x 60cm, or 200cm x 80cm in size, the signboard are not black, the words,
Notary, written on the board are not in line with the regulations in the Code of Ethics; more
than one signposts are installed and they are not 20cm x 50cm in size, notaries’ names and
addresses are written in the signposts, and they are installed further than the maximum
radius of 100 meters from Notary office. These issues are resulted from the lack of notaries’
compliance with the regulations stipulated in Notary Code of Ethics on notary signboard and
signpost as a form of notice to the society about the existence of notaries’ offices, notaries;
lack of knowledge about the regulations concerning the existence of their offices as well as
signboard and signpost, that the notaries’ offices are not located on the major arterial roads,
that many notaries’ offices are located in a same area, less maximum supervision, and less
forceful sanction implementation.

Keywords: Implementation, Notary Code of Ethics, Notary Signboard and Signpost.

PENDAHULUAN

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum harus senantiasa berpedoman
serta terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum di Indonesia
khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN).

Notaris harus senantiasa berperilaku baik di dalam menjalankan jabatannya berdasarkan atas
nilai, moral dan etika Notaris. Berdasarkan pada nilai, moral dan etika Notaris maka hakekat
pengembanan profesi jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dan
tidak memihak. Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat berdasarkan
ketentuan UUJN juga harus profesional dalam menjalankan jabatannya dengan menyeleraskan
antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

Pengawasan, pembinaan serta penerapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris
dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Menurut Pasal 1
angka 6 UUJN menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut
Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris selain dilakukan olen Majelis Pengawas juga dilakukan oleh
organisasi perkumpulan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris.
Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan adalah alat
perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan
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martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan
tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan.
Dewan Kehormatan dalam perkumpulan bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan,
pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan
mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal
atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung,
memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik
dan jabatan Notaris.
Meskipun demikian, adanya Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan dalam mengawasi
kode etik Notaris namun masih saja terjadi pelanggaran kode etik Notaris yang salah satunya
adalah pemasangan papan nama Notaris dan papan tanda penunjuk jalan Notaris yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Kode Etik Notaris Pasal 3 angka 9 yang
menyebutkan bahwa:
Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan
ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
a. Nama lengkap dan gelar yang sah
b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai
Notaris.
c. Tempat kedudukan
d. Alamat kantor dan nomor telepon atau fax.
Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di
papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali dilingkungan kantor tersebut
tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
Pasal 4 angka 2 Kode Etik Notaris yang memuat mengenai larangan Notaris menyebutkan
bahwa Notaris dilarang memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi
“Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor. Pasal 5 angka 3 Kode Etik Notaris yang
memuat mengenai pengecualian Notaris menentukan bahwa memasang 1 (satu) tanda
penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 c¢cm, dasar berwarna putih, huruf
berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum
100 meter dari kantor Notaris.
Berdasarkan observasi yang terjadi di Kota Medan ditemukan adanya Notaris yang
melakukan pemasangan papan nama Notaris dan papan tanda penunjuk jalan Notaris yang
tidak sesuai dengan Kode Etik Notaris yaitu pemasangan papan nama Notaris yang tidak
sesuai ukuran, pemasangan papan nama Notaris lebih dari satu, pemasangan papan nama
Notaris yang tidak lengkap seperti tidak mencantumkan tempat kedudukan Notaris dan
alamat kantor Notaris juga pemasangan papan tanda penunjuk jalan Notaris yang memuat
nama Notaris serta dipasang melebihi radius 100 meter dari kantor Notaris sehingga masih
terjadi kesenjangan antara das sollen dan das sein, yaitu mengenai pelaksanaan yang terjadi
dilapangan tidak sesuai dengan aturan.
Pemasangan papan nama Notaris dan papan tanda penunjuk jalan Notaris di Kota Medan
menjadi penting untuk dibahas karena hal tersebut terkait dengan penerapan peraturan yang
tidak efektif dan kurangnya kepatuhan Notaris dalam hal pemasangan papan nama Notaris
dan papan penunjuk jalan Notaris.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris.
Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup
kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Kajian empiris mengkaji law in action,
dengan demikian kajian empiris dunianya adalah das sein (apa kenyataannya). suatu
masyarakat.
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Dalam kaitannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini maka sifat penelitin ini
adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang hanya memberikan gambaran (deskripsi) atau
pemaparan atas subjek dan objek penelitian, dengan tidak dilakukan justifikasi terhadap
hasil penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data lapangan dan juga mencakup studi
kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden, sedangkan
studi kepustaan merupakan serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan membaca,
menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-
bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang ada
relevansinya dengan permasalahan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Analisis data
dilakukan secara kualitatif artinya menggunakan data secara bermutu dalam kalimat yang
teratur, runtun logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data
dan pemahaman hasil analisis.

HASIL
Pelaksanaan Tentang Pemasangan Papan Nama dan Papan Tanda Penunjuk Jalan
Notaris Di Kota Medan
Profesi Notaris sebagai bagian dari profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional
dituntut sesuai dengan etika profesi yang berlaku padanya yaitu kode etik Notaris. Adapun
ciri-ciri suatu profesi meliputi unsur-unsur berikut :
Adanya organisasi atau asosiasi profesi (profesional association)
Berbasis pengetahuan, keahlian dan keterampilan tertentu (cognitive base)
Didukung oleh sistem pelatihan yang terlembagakan (institutionalized training)
Adanya unsur lisensi resmi dari lembaga pemerintahan (licensing)
Memiliki unsur kemandirian atau otonomi dalam bekerja (work autonomy)
Tersedianya mekanisme pengendalian oleh teman sejawat (colleague control)
g. Berlakunya kode etika dan standar perilaku (code of ethics and code of conduct)
Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya
dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis
yang disebut Kode Etik Profesi. Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang
wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.
Di dalam dunia kenotariatan standar etik Notaris telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris
yang wajib dipatuhi oleh segenap Notaris, akibat dari pelanggaran terhadap Kode Etik adalah
mendapatkan sanksi organisasi. Selain sanksi tersebut Notaris yang bersangkutan sekaligus
juga bertanggung jawab secara moril terhadap citra Notaris, baik sekarang maupun kebenaran
lembaga notariat pada masa yang akan datang.
Dalam Kode Etik Notaris mengatur mengenai kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal
3 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa lkatan Notaris Indonesia Tahun 2015,
yaitu ;
1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung
jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak
terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang
tidak mampu tanpa memungut honorarium;

D OO0 T
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8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-
satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan
sehari-hari;

9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan
ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :

a. Nama lengkap dan gelar yang sah;

b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;

c. Tempat kedudukan;

d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.
Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di
atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor
tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh
Perkumpulan;

11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-
keputusan Perkumpulan;

12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;

13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal
dunia;

14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan
Perkumpulan;

15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;

16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas
jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara
baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha
menjalin komunikasi dan tali silaturahim;

17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status
ekonomi dan/atau status sosialnya;

18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan
perundangundangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode
Etik.

Adapun pengecualian atau tidak termasuk pelanggaran terhadap Notaris tercantum dalam
Pasal 5 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa lkatan Notaris Indonesia Tahun
2015, yaitu :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu
ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan
Notaris, tetapi hanya nama saja;

2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan
telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instani
dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;

3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50
cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris
serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;

4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.
Berdasarkan data dokumen yang diperoleh dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Wilayah Sumatera Utara mengenai jumlah Notaris di Kota Medan sampai bulan
September tahun 2019 sebanyak 235 Notaris. Kewajiban pemasangan papan nama diatur
dalam Pasal 3 angka 9 Kode Etik Notaris dan pemasangan papan tanda penunjuk jalan diatur
dalam Pasal 5 angka 3 Kode Etik Notaris, namun berdasarkan penemuan yang terjadi di
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lapangan dari bulan April sampai dengan bulan September tahun 2019 ditemukan
pelaksanaan pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk jalan Notaris di Kota Medan
yang tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik Notaris, yaitu :
a. Ukuran papan nama yang tidak sesuai dengan ketentuan
b. Tidak mencantumkan daerah kerja dan alamat kantor
c. Tulisan huruf dalam papan nama yang bukan berwarna hitam
d. Pemasangan papan bertuliskan “NOTARIS” beserta nama Notaris yang tidak diatur
dalam Kode Etik Notaris
e. Pemasangan papan tanda penunjuk jalan lebih dari 1 (satu), tidak berukuran 20cm x
50cm, mencantumkan nama Notaris beserta alamat kantor serta melebihi dari radius
maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

Penyebab Terjadinya Pemasangan Papan Nama Dan Papan Tanda Penunjuk Jalan
Notaris Di Kota Medan Yang Tidak Sesuai Dengan Kode Etik Notaris

Pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk jalan Notaris masih ada yang tidak sesuai
dengan kode etik Notaris dengan penyebab sebagai berikut :

Sebagai pemberitahuan kepada masyarakat

Tujuan pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk jalan adalah sebagai salah satu
dari sarana prasana kantor yang dilakukan Notaris. Namun pemasangan papan nama dan
papan tanda penunjuk jalan Notaris juga tidak dapat dipungkiri sebagai salah satu bentuk
promosi secara terselubung sebagai pemberitahuan kepada masyarakat adanya kantor Notaris
disuatu kawasan tersebut. Notaris tidak dibenarkan membuat reklame untuk kantornya
dengan berbagai cara, baik itu dengan memasang iklan di surat kabar atau cara lain untuk
menarik publik guna kepentingan materi. Hal tersebut tidak boleh dilakukan karena dianggap
merendahkan martabat jabatannya sebagai Notaris, karena baik menurut sejarah profesinya
maupun karena kenyataannya Notaris dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi dan
penting dalam masyarakat dan oleh sebab itu kedudukannya harus dijunjung tinggi.

Tidak mengetahui adanya aturan tentang pemasangan papan nama dan papan tanda
penunjuk jalan.

Banyaknya kewajiban dan kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat
Notaris tidak begitu mengetahui secara keseluruhan hal tersebut baik dalam aturan UUJN
maupun Kode Etik Notaris. Selain itu juga perubahan aturan yang terjadi dalam ketentuan
Kode Etik Notaris tidak begitu diperhatikan oleh Notaris, sehingga mengenai ketentuan
pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk jalan Notaris dilakukan atas kehendak
Notaris pribadi tanpa melihat terlebih dahulu aturan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris.

Letak bangunan kantor yang tidak berada di pinggir jalan protocol

Tidak semua kantor Notaris berada di pinggir jalan protokol. Ada beberapa kantor Notaris
yang berada di jalan-jalan kecil dan di dalam suatu komplek sehingga selain bentuk
pemberitahuan kepada masayarakat, memasang papan tanda penunjuk jalan Notaris adalah
sebagai bentuk arahan yang memudahkan masyarakat yang hendak menuju ke kantor Notaris
tersebut.

Berdasarkan penemuan sejak bulan April sampai bulan September tahun 2019 yang ada di
lapangan, ditemukan 18 papan tanda penunjuk jalan Notaris di Kota Medan yang tidak sesuai
dengan Pasal 5 Kode Etik Notaris. Pemasangan papan tanda penunjuk jalan Notaris tersebut
ditemukan dengan mencantumkan nama dan alamat kantor Notaris, pemasangan papan tanda
penunjuk jalan Notaris lebih dari 1 (satu), melebihi ukuran 20 cm x 50 cm, mencantumkan
nama Notaris dan alamat kantor Notaris serta dipasang lebih dari radius 100 meter dari kantor
Notaris.
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Banyaknya kantor-kantor Notaris yang berada di suatu kawasan yang sama

Luasnya daerah Kota Medan dan banyaknya Notaris di Kota Medan, tidak berarti bahwa
jarak kantor-kantor Notaris tersebut saling berjauhan. Berdasarkan observasi di lapangan
sepanjang jalan-jalan protokol maupun jalan-jalan kecil banyak kantor-kantor Notaris yang
jaraknya berdekatan, sehingga pemasangan papan nama Notaris dan papan tanda penunjuk
jalan Notaris sangat penting untuk dilakukan.

Pengawasan yang kurang maksimal dan penerapan sanksi yang tidak tegas.Pengawasan
mengenai papan nama dan papan tanda penunjuk jalan dilakukan oleh Dewan Kehormatan
Daerah. Namun, dalam praktiknya pengawasan tersebut tidak berjalan dengan optimal
sehingga masih ada pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk Notaris yang tidak
sesuai Kode Etik Notaris.

Proses Pengawasan dan Penerapan Sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Kepada
Notaris di Kota Medan
Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris sebenarnya yaitu mengawasi dan memeriksa
dugaan pelanggaran kode etik yang bersifat internal dalam artian tidak berkaitan dengan akta-
kata Notaris, melainkan hanya pada etika Notaris dalam melaksanakan jabatannya.
Pengawasan terhadap Notaris yang melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan Notaris
adalah apabila :

1. Adanya pengaduan dari masyarakat

2. Adanya pengaduan dari anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia (rekan

sesama Notaris), dan

3. Berdasarkan temuan dari Dewan Kehormatan Daerah.
Selama masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan lkatan Notaris Indonesia
periode tahun 2016 sampai tahun 2019, mengenai papan nama dan papan tanda penunjuk
jalan Notaris hanya dilakukan dengan pengawasan yang ditemukan sendiri oleh Dewan
Kehormatan Daerah Kota Medan Ikatan Notaris Indonesia. Temuan tersebut secara langsung
dilakukan ketika Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan Ikatan Notaris Indonesia datang ke
kantor Notaris, biasanya hal tersebut dilakukan ketika ada Notaris yang ingin melakukan
perpanjangan masa jabatan. Sehingga ketika Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan Ikatan
Notaris Indonesia datang ke kantor Notaris tersebut juga melakukan pemeriksaan dan
pengawasan kewajiban Kode Etik Notaris yang salah satunya adalah pemasangan papan
nama dan papan tanda penunjuk jalan Notaris di Kota Medan.
Temuan lain yang dilakukan Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan Ikatan Notaris
Indonesia adalah ketika melihat sendiri secara langsung mengenai papan nama dan papan
tanda penunjuk jalan Notaris Kota Medan yang tidak sesuai dengan aturan yang terdapat di
Kode Etik Notaris. Papan nama dan papan tanda penunjuk jalan notaris sangat mudah terlihat
karena dipasang di depan kantor Notaris ataupun pada jarak 100 meter dari lingkungan kantor
Notaris.
Sanksi yang diberikan atas pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan,
pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari
keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan
perkumpulan. Penerapan sanksi-sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris diberlakukan
secara bertingkat yang disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.
Sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan sebagaimana tercantum
dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris terkait pemasangan papan nama Notaris dan papan tanda
penunjuk jalan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan Kode Etik Notaris dalam praktiknya
hanya memberikan himbauan yang kemudian dilakukan teguran terhadap Notaris yang
melakukan pelanggaran tersebut.
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Pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk jalan Notaris yang tidak sesuai dengan
Kode Etik Notaris memiliki sanksi yang ringan dalam Kode Etik Notaris yaitu berupa
teguran, sanksi tersebut memang tidak terlalu berat karena semata-mata berdasakan
kesadaran moral dan kepatuhan Notaris dalam menjalankan Kode Etik Notaris. Berbeda
dengan ketentuan undang-undang yang memiliki sanksi yang berat karena dianggap
merugikan negara maupun kepentingan umum, sanksi terhadap pelanggaran kode etik susah
untuk dipaksakan karena kembali atas kesadaran moral dan etika anggota organisasi.

PENUTUP

1. Pelaksanaan pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk jalan Notaris di Kota
Medan belum maksimal, karena masih ditemukan Notaris di Kota Medan yang
memasang papan nama tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 3,
4 dan 5 Kode Etik Notaris.

2. Kedua, penyebab terjadinya pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk jalan
Notaris di Kota Medan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Notaris karena kurangnya
kepatuhan Notaris dalam menegakkan peraturan-peraturan yang terdapat di dalam
Kode Etik Notaris, sebagai salah satu tanda atau bentuk pemberitahuan kepada
masyarakat mengenai keberadaan kantor Notaris, tidak mengetahui adanya aturan
tentang pemasangan papan nama dan papa tanda penunjuk jalan, letak bangunan
kantor yang tidak berada di pinggir jalan protokol, banyaknya kantor Notaris yang
berada di suatu kawasan yang sama, pengawasan yang kurang maksimal dan
penerapan sanksi yang tidak tegas.

3. Ketiga, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan
terhadap pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk jalan Notaris di Kota
Medan yaitu dengan datang ke kantor Notaris secara berkala, minimal 1 tahun sekali
dan ketika adanya perpanjangan masa jabatan Notaris. Penerapan sanksi yang
dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan terhadap pemasangan papan
nama dan papan tanda penunjuk jalan Notaris di Kota Medan yang tidak sesuai
dengan Kode Etik Notaris yaitu melakukan himbauan yang berupa teguran.
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